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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL
NOMOR : 060/ /2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI KECAMATAN WATUKUMPUL
CAMAT WATUKUMPUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, dalam
kaitannya dengan kualitas pelayanan publik yang transparan,
akuntabel, efektif dan efesien untuk mewujudkan akuntabilitas
pelayanan publik diperfukan responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah;

b. bahwa guna meningkatkan responsivitas,  responsibilitas,
dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah, maka
dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP),

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka
periu menetapkan Keputusan Camat Watukumpul tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kecamatan

Watukumpul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009
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12.

13.

14.

15.

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038),

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria
dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor KEP/63/ M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26//M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk  Teknis
Transparansi danAkuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Derah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor
1);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
12 Tahun 2008),

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2008);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI KECAMATAN
WATUKUMPUL.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kecamatan Watukumpul
sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi sebagal produk
hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta untuk
melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukuman.

Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ;: Watukumpul
pada tanggal : 25 Januari 2025

.. CAMAT WATUKUMPUL

y ‘\.:
l”

- "_’ e .. A
AGUS F NURHADI,S H
Pembina Tingkat 1
'NIP.-19680813 199903 1 005
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Lampiran:  Keputusan Camat Watukumpul

Nomor : 060/ §5 /2019
Tanggal : 25 Januari 2025

Daerah;

2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Uingkungan
Pemerinlah Kabupaten Pemalang, (Berita Daerzh
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 47).

Keteriatan

Nomor SOP n
Tanggal Pembuatan 31 Januad 2019
Tanggal Efektif 2 Janwad 2019
PEMERINTAH KABUPATEN | Tanggal Revisi
PEMALANG
Disabian Oleh Camat Watukumpul
Nama SOP Keluar
KECAMATAN WATUKUMPUL el o
| Dasar Hukum Kualfikasi Personal
1. P«mwwmmmmm 1. Minmal SMA
tentang Tata Naskah Dinss & Lingkungan Pemerintah | 2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Peralatan | Perlengkapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1. Kompuler
1. Pengagendaan 2 ATK
2 Pengarsipan 3. Kary Kendali
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa indonesia sesuai dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas wakly
Nomor SOP 02
Nama SCP Surat Masuk
[ Dasar Hulum [ Kuaifikasi Personal
1. Peraturan Menteri Daflam Neger Nomor 54 Tahun | 1. Minimal SMA
2009 fentang Tata Naskah Dinas & Linghungan | 2. Menguasai Komputer
Pemerintah Daerah; 3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkatan iaw:ﬁm

Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya Komputer

1 Pengagendaan g. ::Km

2 Pengarsipan Kendal
Pencatatan dan Pendataan

1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesual dengan | 1. Agenda

EYD
2. Sesuai dengan tata nasksh dinas
3. Batas wakiy
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Nomor SOP

3 mmzsrummm
dan Tata Cara Pendafaran Penduduk
Pencatatan Sipd;
4. Perda No.8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan,
S Perda No. 9 Tabun 2008 temtany Retrbusi
6

Nama SOP Legalsas
Hukum Kusificasl Personal
1. UU No 23 Tahun 2005 tendang Admunistrasi | 1. Menguasal Kompuler,
Kependudukan 2 Ketrampilan Tokak Pelayanan Prima;
2. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan WU No. | 3 Mampu Melatukan vertifkasi Persyataran,
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 4. Komunkat dan informati

5. Menguasal Peralurann yang berkaitan dengan

Pdrmm Ketataysahaan;
Perbup No. 59 Tahun 2008 fentanng Petunjuk
Pelsksanaan Perda No8 Tahun 2008 fenltang
|___Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. |
Keteccatan Peralatan /
WSOPHMWM 1. Buku Agenda
Pengagendaan 2. Kendali Surat Keluar
1 Pengarsipan
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan | 1. Agenda
EYD 2. Namaumuralamat keperkan
2. Sesual dengan tata naskah dinas
3. Batas wakiy
Nomor SOP 04
Nama SOP Laporan lnfemal
Dasar Kisaifikasi Personal
1. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 54 Tahun | 1. Minimal SMA
2009 tentang Tata Naskah Dinas @i Linghungan | 2 Menguasai Komputer

Pemerintah Daerah;

2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010
fentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Ungiungan
Pemerintsh Kabupaten Pemalang, (Berta Daerah
Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 47).

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkastan Peralatan | Periengkapan
Keterkartan SOP ini dengan SOP lainnya ;' Komputer
ATK
3. Kartu Kendal
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indomesia sesual dengan |3 Agenda

EYD
2 Sesual dengan tata naskah dinas
3 Batas wakty
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2010 tentang Pedoman Tata Nasksh Dinas i

Nama SOP Laporan Ekslemal
[ Dasar Hukum Kuaifikasi Personal
1. Perstoran Menteri Dalam Negerd Nomor 54 1. Miimal SMA
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas & 2 Menguasal Komputer

3 Menguasai Tata Naskah Dinas

Pembangunan Nasional;

2 UU No.17 Tahun 2007 lestang Rencana Pembanganan

Jangka Panjang Nasional tahun 20052025

(lembaran Negara Tahun 2007 No. 33 tambahan

Lembaran Negara Nomor 4700%

Peratwan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 leatang RPIM

Tahen 2010-20%4;

Surat Edaran Menleri Dalam Neger tanggal 11 Agustus

2005 No: 050/2020/S) Perihal Petunjek Peryusenan

Dokumen RPJP Daersh dan RPJM Daersh;

S5 Peratera Dosrah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daarah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025

6. Peraturan Daerah Kabupien Pematang No. 24 Tahun 2008
tentang RPJP Daerah Kabupalen Pemalang Tabun 2005-

w

~

Lingkungan Pemerintah Kabupalen Pemalang,
(Berita Daersh Kabupaten Pemalang Tahun
2010 Nomor 47). N N
st Perslatan  Perlenghapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1. Komputer
2. ATK
e 3._Kartu Kendal
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Mengguaskan Bahasa Indonesia sesua dengan 1. Agenda
EYD 2. Jenis Kegiatan
2. Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas wakly
Nomor SOP 06
Nama SOP Peryusunan Renstra
[ Dasar Hukum _ Kuaificasi Personal
1. UU No. 25 Taben 204 loatang Ssiom Pesencanaan Manumal SMNA

Kelerhatan Peralafan | Pedengkapan
[ Keterkatan SOP i dengan SOP lannya 1. Komputer
1, Penyusunan RKA 2 AK
3. Karu Kendali
[ Pedngatan Pencatatan dan Pendafaan
Manggunakan Bahasa Indonesia sesua dengan EYD 1. Rencana Lima Tahun
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Pemalang;
S. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008
lentang Penjabaran Tegas Pokok, Fungsi dan Tata
Dinas Daerah

> ; AIP:
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lannya 1. Kompuler
1. Laporan Renstra 2 ATK
2 Laporan Waskat 3. Karlu Kendal
1. MWBMMWW
2 Sesual dengan tata naskah dinas
3 Batas Waku
Nomor SOP 08
Nama SOP Penyusunan Waskat
1. Instuksi Presiden Nomor 15 Tahun 1953 fentang | 1. Minimal SMA
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Menguasai Komprses

Pengawasan Melekat ;
3. Keputssan Menled Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor KeplMPANGS2004

tentang Pelunjuk  Pelsksanazn  Pengawasan

Meickat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
Ketedatan Peralatan | Pedengkapan
Keterkatan SOP ini dengan SOP lannya 1. Kompuler
e i

Pencatatan dan Pendataan
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Nomor SOP

Nama SOP

1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Kewangna Daerah;

2. Perda No. 4 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2011;

3. Perbup No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman

Nomor SOP

Nama SOP

Pengajuan SPP dan SPM

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok
~ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Minmal SMA
2. Menguasal Komputer
3. Menguasal Tata Naskah Dinas

Peralatan [ Perlenghapan

——

Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainrya
1. Penyusunan RKA
2. Laporan Daloplan

1. Komputer
2 AK
3 Kartu Kendal

Pencatatsr dan Pendataan

1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan
EYD

2 Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas waktu

1. Agenda
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Nomor SOP

Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang

Nama SOP Laporan Keuangan Kecamatan
Kualfkasi Personal
1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok- l Minimal SMA
Pengelolaan Keuangan Daerah. Menguasai Komputer
e 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
Keterkaitan SOP ini dengan SOP kannya 1. Komputer
1. Laporan Daloptan 2 ATK
2. Laporan RKA 3 Kartu Kendali
1. mdm Bahasa Indonesia sesual dengan | 1. Agenda
2 Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas wakiu
Nomor SOP 12
Nama SOP Usulan Kenaikan Pangkat
[ Dasar Hukum Kualficasi Personal
1. UU NO. 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok | 1. Minimal SMA

2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Kenaikan Pangkat Pegawai Neger Sipl f _
Keteriatan Peraiatan | Pedengkapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1. AWIK
2
3. Kartu Kendali
Pencatatan dan Pendatasn
1. Agenda

1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan
EYD

2. Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas waity
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Nomer SOP

Nama SOP

pn Cuti

1. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok - pokok

|
g :

1.
Kepegawaian; 2. Menguasai Kompuler
2 Peraturan Pemeritah No. 24 Tahun 1976 tentang s | 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
dan Cuti Pegawai Neger! Sipll.
Poralatan | Perienghapan
Kotorkaitan SOP ini dengan SOP lannya 1. Komputer
1. Pengagendasn 2. ATK
dan
1. w Bahasa Indonesia sesua dengan | 1. Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas wakiy
Nomar SOP 4
Nama SOP Pengajuan Usulan Pensiun
‘ Kualfiksi Personal
1. UU No. 43 Tahun 1999 lentang Pokok- pokok | 1. Mnimal SMA
Kepegawaian; 2. Menguasai Komputer
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang | 3. Menguasal Tata Naskah Dinas
Usulan Pensiun | Negert Sipl.
Poralatan / Pedngkapan
Keterkatan SOP ini dengan SOP tannya 1. Kompuler
2 ATK
3. Karlu Kendah
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Eu;gmtm Bahasa Indonesia sesual dengan | 1. Agenda
2 Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas wakly
Nomor SOP 15
Nama SOP Penywsunan Buls Inventaris
Hukum Kuaifikasi Personal
1. Peratwran Daerah No.20 Tahun 2006 tentang | 1.Minimal SMA
Pengelotaan Barang Mikk Daerzh 2 Komputer
3 Menguasai Tata Naskah Dinas
Kolorkaean Priaian  Porienghapan
Kelerkaztan SOP ini dengan SOP leinnya 1.Komputer
2ATK
3 Kartu Kendali
[ Peringatan _ ____| Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan EYD | 1.Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dinas
3. Batas waid
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Nomor SOP

16

Nama SOP

1. Sural Menled Dalam Negen No.0S Tahun 2007

Nomor SOP

Nama SOP

1. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 fentang

2. Peraturan Menteri Dafam Negeri No.13 Tahun 2006

3. Peratura Daerah No.13 Tabun 2007 tentang Pokok-
Pakok Daerah

Keterkaitan

Kederkaitan SOP ini dengan SOP lainnya
1 Penyusunan Renstra

1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesual dengan EYD
2 Sesuai dengan lata naskah dinas
3. Batas wakly
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Noenor SOP 18
Nama SOP Laporan Inpres No.5 Tahun 2004
Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi
 Dasar Hukum Kusifikasi Personal
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ftentang | 1. Minimal SMA
Penyelenggaraan Negara Bersh da Bebas | 2 Menguasai
wmm::q 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1899 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
lentang Pemberantasan Tipkor,
3. Peraturan Pemerntah No. 70 Tahun 2000 fentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipior;
4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Surat Keputusan Menled Negara Pendayagunaan
Aparabw Negara dan Reformasi Birokrasi No :
KEP/S4M.PANB/2005, tentang Pedoman Umum
Kormenev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, ~
Keteckaitan Poralatan | Perlengkapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1.Komputer
1, Penyusunan LAKIP 2ATK
3 Kartu Kendali
| Perngatan Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan EYD | 1.Agenda
2. Sesual dengan tata naskah dinas
3. Batas wakiu
Nomor SOP 19
Nama SOP Surat Pengantar
Dasar Hulum = Kualifiuasi Personal
1. Peraluran Daerah Nomor 9 Tahun 2008 lentang | 1. Minimal SMA
Pelayanan Ketatausahaan 2. Menguasa Komputer
3. Menguasa Tata Naskah Dinas
Keterkatan SOP ini dengan SOP lainnya 1.Komputer
2ATK
3 Kartu Kenda
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunaian Bahasa Indonesia sesuai dengan EYD | 1.Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dnas
3. Batas waklu
{ Dipindai dengan
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Nomor SOP 20
Nama SOP Surat Pengantar Pindah
Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 fentang | 1. Minimal SMA
Administrasi Kependudukan; 2. Menguasai Komputer
2 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan | 3 Menguasal Tata Naskah Dinas
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipl,
3. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan,
5. Perbup No. 59 Tahun 2008 fentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda No. 8 Tahu 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. = ¥
Keloniatan Persatan | Peringkapen
Keterkaian SOP ini dengan SOP lainnya ;.AK:(W
3.Kartu Kendai
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesual dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dinas 2. Nama,Umur Alamal, Tujuan
3. Batas wakiu
Nomor SOP 21
Nama SOP Dispensasi Nikah
[ Darsar Hukum_ Kualfikasi Personal
1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 1. Minimal SMA
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang wa
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 fentang | 3 Menguasai Tata Naskah Dinas
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12
Tambahan Lembaran Negara No. 3050)
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1 Komputer
1. Keterangan Pindsh 2ATK
3 Karty Kendal
Pencatatan dan Pendataan il
1. Bahasa Indonesia sesuai dengan EYD | 1. Nama Calon Suami, Calon Istri, Nama Orang Tua
immmmm Kedua Mempefal, Alamat, Tanggal Nikah.
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Nomex SOP

Nama SOP Laporan Kependudulan
[ Dasar Hukum Kuaifitasi Perscnal
1. UU No. 12 Tabun 2006 Tenlang Kewarganegaraan ;lﬁnd
Repubiik Indonesia; Menguasai Komputer
2 W No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi | 3 Menguasal Tata Naskah Dinas
Kependudulan
3 WU No. 52 Tahun 2009 tentany Perkembangan
Kependududukan dan Pembangunan Keluanga,
4. PeraluraPemerintah No. 27 Tahun 1934 tenlang
Pengelolaan  Perkembangan  Kependudukan
sebagaimana felsh diubeh dengan Peratwan
Pemerintah No. 57 Tahun 2008;
5. Peraluran Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 fentang
Administrasi Kependudukan;
6. Peraluran Presiden No. 25 Tahun 2008 fentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pecatatan Sipl;
7. Peraturan Menteri Dalam Neged No. 19 Tahun 2010
tertang Formulir dan Buku Yang Digunakan Daim
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi
8 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 lentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1. Komputer
1. Kelerangan Pindah 2ATK
3 Kartu Kendal
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesual dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dinas 2. Jumizh Penduduk
3. Balas waktu
Nomor SOP 23
Nama SOP Laporan Monografi
[ Dasar Hukum Kualfikasi Persond
1. Inmendagn No. 1 Tahun 1589 lentang Pembuatan, | 1. Minimal SMA
dan Data 2. Menguasai Kompuler
mm Fm vowet 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
Peralatan | Perlenghapan
Kelerkaitan SOP ini dengan SOP lainnya 1. Komputer
o o
A Desa
[ Peringatan Pencatatan dan Pendatasn
1 Bahasa Indonesia sesual dengan EYD | 1. Agenda
2 Sesuai dengan tata naskah dinas 2. Jumiah Penduduk
3. Batas waiy
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Nomor SOP

Nama SOP

[Dasar Fiskm_

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tenlang
Peryelenggaraan Negara yang Bersh dan Bebas
Korupsi Kohusi dan Nepotisme;

2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
dibah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tiphor,

3 Perteran Pemedntah No. 70 Tahun 2000 tentang
Tata Corn Pelaksansan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pencegaban dan Pemberantasan Tipior,

4 Inshuksi Presiden No. 5 Tadun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

S, Sural Keputusan Menleri Negara Pendayagunamn
Aparatyr Nega dan Reformasi Biokrasi No ©
KEP4MPANGZ005, festany Pedoman Umum
Kormonev Pefaksanaan Inpres Nomor 5 Tatun 2004,

1. Minimal SMA

2. Menguasai Kompuler
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keteckaitan 1
Keterkaitan SOP ini dengan SOP amnya 1. Komputer
1. Laporan INPRES 2ATK
2 Raker 3 Kany Kendal
| Pencatalan dan Pendaiaan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesual dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesuai dengan tata nasiah dinas 2 Pelaksanaan Rapat
3. Batas wakty
Nomar SOP 25
Nama SOP Laporan Ketenagakerjaan
Dasar Hukum : :
1. UUNo. 1372003 tentang Ketenagakedasn; 1. Minimal SMA
2 Permenaker No. 20771990 lentang Sistem Antar | 2 Menguasal Kompuser
Keqa 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
Keterhstan Pecalsian  Pedenghapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lsnnya ;ﬁ?ﬂ
3Karty Kendall
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa indonesia sesual dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesuai desgan tata naskah dnas 2. Jusish Penduduk
3. Batas wakly SWMK#
4 Jumiah Pengangguran
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Nomor SOP

Nama SOP Laporan Data Aparatur Desa
1. UU No. 32 Tatwn 2004 tentang Pemerintaha Daerah, | 1. Minimal SMA
2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahen 2005 lentang | 2. Menguasai Komputer
Desa, 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. PoraluranPrmedntah No. 79 tahen 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
4. Permendagd No, 32 Tahun 2006 lentang Pedoman
Administrasi Desa
Keleraln Peralatan | Periengkagan
Keterkasan SOP ini dengan SOP lainnya ;ﬁ?‘"
3 Karty Kendali
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan EYD | 1. Agenda
2 Sesual dengan tata naskah dinas 2. Jumiah Pendudik
3. Battas wakiy
Nomor SOP 27
Nama SOP Persiapan Rakor
1. WMN&WTMMM 1. Minimal SMA
Kecamatan; 2 Menguasal Komputier
2. Peratran Daersh No. 14 Tahun 2008 tetang | 3 Menguasai Tata Naskah Dinas
Susunan dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah
Kabupaten Pematang 4 =
rerd - Peralatan  Peeeghapan_
Kelerkatan SOP ini dengan SOP lainnya 1 Komputer
1. Rakor 2ATK
3 Kartu Kendali
= dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesua dengan EYD | 1.
2. Sesuai dengan lata naskah dinas 2 Hari Pelaksanaan
| 3. Batas wakiy
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Nomor SOP

Nama SOP Laporan Data Aparatur Desa
Kuahfini Perscnd
1. UU No. 32 Tahun 2004 lentang Pemerintaha Daerah; | 1. Minimal SMA
2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 lentang | 2. Menguasai Komputer
Desa: 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
3 PersbwanPmerintah No. 79 lahun 2005 lentang
Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
4. Permendagni No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman
Adminstrasi Desa
[ Keterkaitan Peralatan / Periengkapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP lainnya ;JA(?KM
- 3 Karty Kendall
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesua dengan EYD | 1. Agonda
2. Sesuai dengan tata naskah dinas 2. Jumiah Pendudk
3. Batas wakiu
Nomor SOP 27
Nama SOP Persapan Rakor
[ Dasar Hulwm =
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang | 1. Minimal SMA
Kecamatan; 2. Menguasai Komputer
2. Peratursn Daerah No. 14 Tashun 2008 tetang | 3 Menguasai Tata Naskah Dinas
Susunan dan Tata Keda Kecamatan Pemerintsh
Kabupaten Pemalang 3
Peralatan | Pedengkapen
Kelerkatan SOP ini dengan SOP lainnya 1. Komputer
1. Rakor 2ATK
3 Kartu Kendali
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa indonesia sesuai dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesual dengan tata naskah dnas 2 Hari Pelaksanaan
3. Batas wakiu
{ Dipindai dengan
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Nomor SOP

Nama SOP

1. Peraluran Pemerdatah No. 19 Tahen 2008 tentang
Kecamatan;

2 Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tentang
Susenan dan Tala Koa Kecamatan Pemerintah

Kabupalen Pemalang,

1. Maimal D3
2 Menguasai Maten Rakor
3. Menguasai Auden/Peserta

Keterkatan SOP ini dengan SOP lainnya
1. Persiapan Rakor

1. Menggenakan Bahasa Indonesia sesual dengan EYD
2. Sesuai dengan lata naskah dinas

3. Batas wakly

Nomor S0P

Nama S0P

1. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2005 lentang fjin
Cuti Kades dan Perangkat Desa

Keterkattan SOP ini dengan SOP laineya

1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan EYD
2. Sesual dengan tata naskah dinas

3. Bates wakls

Nomor SOP

Nama SOP

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sislem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

2. Swat Edaran Bupati Pemalang No. 0S190BPP
tanggal 20 Januar 2011 lentang MuRenBang

1, Minimal SMA

2. Menguasai Komputer
3. Menguasal Tata Naskah Dinas

Kelerkaitan SOP ini dengan SOP nnya 1. Komputer

1. Renstra 2ATK

i 3 Kartu Kendal

1. Menggunakan Bahasa Indonesia sesual dengan EYD | 1, Agenda

2 Sesual dengan tata naskzh dinas 2. Skala Prioritas Pembangunan
3. Batas wakdy

Dipindai dengan
- @camScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP

3l

Nama SOP

- —

Kuaifitasi Personal

1. Peraturan Mendagn No. 12 Tahun 2007 lentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profi Desa dan Kelurahan

2. Swal Mendagi No. 4143313PMD Tanggal 17
Februari 2003 fentang Sistem Pendatasn Profl
DesaXedrahan

1. Minmal SVA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

 Keterkatan Peralatan | Perengiapan
Keterkaitan SOP ini dengan SOP kinnya 1. Komputer
1. Laporan Monograd 2ATK
3 Karty Kendak
Mhm
1. Menggunakan Bahasa ladonesia sesual dengan EYD | 1. Agenda
2. Sesuai dengan tata naskah dnas 2. Polensi Desa
3. Batas waklu
Nomor SOP 2
Nama SOP Rekomendasi Pencairan ADD
Dasar Hukum Kuaifkasi Personal
1. Serat Bupal No7 Tahun 2015 lkentang Pedoman | 1. Minmal SWA
Pelaksanaan ADD 2 Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas
Peraiatan |
Keterkatan SOP i Gengan SOP annya 1
2ATK
3Kartu Kendoh
Pencatatan dan Pendataan
1. Menggunakan Bahasa Ixdonesia sesuai dengan EYD 1. Agenda
2. Sesual dongan tata nasiah dnas 2. Jumizh Dana ADD
3. Batas wakhy
Nomor SOP 3
Nama SOP Pencaran Banluan - Bantuan
Hibah
[ Dasar Fuium

1. Peraran Mendagd No. 32 Tahun 2011 fentang | 1. Minimal SMA
Pemberan Baruan Haah dan Scwad 2. Menguasai Komputer
3, Monguasai Tata Naskah Dinas
Katerkatan Peralatan | Pecenghagan
Keterkatan SOP ni dengan SOP lainnya 1. Kompuler
2ATK
3 Karty Kendall
1. Menggunakan Bahasa Indonesia sosuai dengan EYD 1.
2 Sessai dengan tata naskah dnas 2. Jumizh Dana Bantuan
3 Batas wakis
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Nomor SOP

Nama SOP Laporan Pergaduan Masyarakat
% Meoted  Negara Pendayagunaan | 1. Minimal Pejaba Eselon IV,
wmmmmmlmmw dalam  memberkan
PERUSMPANG2009 fentang Pedoman Umum tanggapan dan informas;
" kat Bagi st 13 mmmum:
2. Peraturan Mendagn Nomor 33 Tahun 2011 tentang | 4 Wwwm
Pedoman Fasidas Pengaduan Masyarakat & | 5, Menguasal kompuler
Ungkungan Kementian Dalam Negerd dan
Pemenintah Daerah.
Peralatan [ Pecenghapan
Keterkatan SOP ini dengan SOP lainnya 1.Kompuler
2ATK
[ Poringatan Gan Perdtan
1. Benar dapal mencegah teradinya penyimpangan | 1. Jumiah
dalam  penyelenggaraan i daerah | 2. Penatausahaan pengaduan masyarakat
sehingga lerwujod pemerintah yang bersh dan
bebas dar KKN;
2 Pengaduan masyarakal ditangani secara cepat-
tepat-tertid;
3. Guna mempersemp rang lngkup maka
pengaduan masyarakal yang bisa diindaklanjul
adalah pengaduan yang masuk dalam wilayah
kecamatan.
Nomor SOP 3
Nama SOP Laporan Kejadian
[ Dasar Hukum Kualfias: Personal
1. Peratran Menten Negara Pendayagunaan Aparatur | 1. Minimal Pejabat Eselon IV,
Negara dan  Reformasi  Birckrasi mzu-mwmm dalam  memberitan
PERDSM.PANG2009 tentang Pedoman Umum tanggapan dan informasi;
3. Menguasai Penatausahan Pengaduan Masyarakal
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi lestansi
: W.mmmb
2. Peraturan Mendagel Nomor 33 Tahea 2011 tentang | 4  Mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan;
Pedoman Fasitas Pengaduan Masyaakal & |5  Menguasai kompuler
Ungungan Kementian Oalam Neged dan
Pemerintah Daerah,
Keterkatan Peralatan | Perlenghapan
Keterkatan SOP ini dengan SOP lainnya 1 Komputer
1. Pengaduan masyarakat 2ATK
< e
1. Pengaduan masyarakal ddangani secara cepal- | 1. Nama,umuralamal
fepat-terth; 2. Tempat lokasi kejadian
3. Kenugian yang démbulian
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Nomer SOP

Nama SOP Pemeriksaan Pengaduan
[ Dasar Fdhum _ :
1. Peraturan Menden Negara Pendayagunaan Aparatur | 1. Minimal Pejabat Eselon IV,
Negaa dan Reformesi Biokrasi  Nomor | 2 ww“w daam  memberian
PEROSMPANW200S fentang Pedoman Umum tanggapan dan informasi,
3 Menguasal Penalausahan Pengaduan Masyarakal
Penanganan Pengaduan Masyarskat Bagl Instansi | = e pencatatan, penelaahan penyakran dan
2. Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2011 lentsng | 4 Mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan;
Pedoman Fasitas Pengaduan Masyarskal di |5 Menguasai kompuler
Ungkungan Kemestian Dalam Neged dan
Pemerintah Daerah.
Keleatan E
Keterkaitan SOP ini dengan SOP tannya 1 Komputer
1. Pengaduan masyarakat 2ATK
Pencalstan dan Pendataan
1. Pengaduan masyarakal ddangani secara cepal- | 1. Namaumuralamal
tepat-terti;, 2 Tempat lokasi kefadian
3. Kenygian yang cimbulkan
Nomor SOP Y
Nama SOP Rekomendasi Pergnan (HO, INB,
SIUP, TDP, Keramaian, Galan C
Dan Penelitan)
[ Dasar Hukm _ Kaalfiasi Personal_
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. S Tahun | 1.  Minimal Pejabat Eselon IV,
2006 tetang Retribusi zin mendirkan Bangunan; 2. Mempunyal kompetensi dalam regulasi perfinan
2 Persturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5§
Tahun 2008 tentang SIUP;
3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
tahun 2009 fentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan;
4. PerBup Pemalang No. 88 Tahun 2008 fentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dasrah Kabupalen
Pemaiang No. 22 Tahun 2002 lentang Retridusi lzin
Gangguan =
Kelenatan Peralatan | Perengtapan
Keterksitan SOP in dengan SOP lannya 1.Bukus Register | Agenda
1. Pengelolaan Pelayanan Perfnanppada KPPT | 2ATK
Kabupaten Pemalang
[Pergtan Pencataan & Pentaan :
1. Mewgjudtan lertd adminstasi pada pelayana | 1. Jumiah Rekomendasi Pergnan yang Tedtayani di
penjinan di Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Watukumpul
2 Mewdudian Kepastashukum dalam pelayanan | 2 Penatausahasn Rekomendasi Perizinan
perfpnan di Kabupaten Pemalang.
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